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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Keinginan individu untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman tanpa batas di 

berbagai lingkungan menjadi hal yang dicari oleh para pengungsi di dunia untuk melakukan 

migrasi. Orang yang telah melarikan diri negara asal karena konflik bersenjata sering kali 

memenuhi syarat status pengungsi, meskipun kondisi ini tidak ditentukan sebagai alasan suaka 

dalam Konvensi Pengungsi (Commte, 2013). Secara umum pengungsi ialah seseorang atau 

sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau 

musibah. Bencana ini dapat berbentuk, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya 

yang diakibatkan oleh alam, dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara 

langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom. Setiap pengungsi biasanya 

ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurusi dan 

menolong mereka. Lama pengungsi berada di sebuah tempat penampungan tidak dapat di 

prediksi, tergantung dari kondisi dan situasi itu sendiri. Biasanya pengungsi diurus oleh 

pemerintah setempat, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk datangnya bantuan dari 

relawan. 

Pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan 

penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok 

sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan 

tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut karena pengungsi adalah suatu status 

yang diakui oleh hukum internasional (POLI, 2017). Uni Eropa dibangun di atas hak-hak dasar, 
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demokrasi, dan supremasi hukum yang saling terkait erat dan memandu tindakan internal dan 

eksternal Uni Eropa (Teresa & Bazo, 2008). Dalam penyusunan piagam ini, European Council 

(Dewan Eropa) memilih metode terbuka daripada negosiasi diplomatik. Tanggung jawab 

diberikan terhadap badan yang terdiri dari perwakilan kepala negara dan pemerintahan dan 

presiden komisi serta anggota parlemen Eropa dan parlemen nasional, dengan perwakilan 

pengadilan Eropa berpartisipasi sebagai pengamat. Perwakilan dari komite ekonomi, sosial dan 

komite daerah serta ahli individu diundang untuk memberikan pandangan mereka, sehingga 

adanya Charter of Fundamental Rights European Union yang ditetapkan pada tanggal 7 

Desember 2000 dan mulai berlaku pada Desember 2009 sebagai instrumen yang menetapkan 

hak sipil, politik, ekonomi dan sosial, menyatukan kebebasan dan hak pribadi terpenting yang 

dinikmati oleh warga negara Uni Eropa ke dalam satu dokumen yang mengikat secara hukum. 

Piagam ini berlaku dalam hubungannya dengan sistem perlindungan hak-hak dasar nasional dan 

internasional, termasuk konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Tujuan dari piagam ini 

adalah untuk mempromosikan hak asasi manusia di dalam wilayah Uni Eropa dimana hak-hak 

yang diabadikan dalam piagam yang memiliki 7 bab pembahasan, yakni : (1) Dignity, (2) 

Freedoms, (3) Equality, (4) Solidarity, (5) Citizens' rights, (6) Justice /Keadilan,(7) General 

Provisions (Toth, 2002). 

 

Uni Eropa tengah dilanda krisis imigran dengan datangnya hampir satu juta pencari 

suaka (asylum seekers) dari berbagai negara yang sedang mengalami konflik seperti Suriah, 

Afghanistan, Libya, dan Iraq menuju Eropa. Gelombang migran yang terus berlanjut seiring 

dengan belum menentunya kondisi keamanan negara-negara di Timur Tengah akibat krisis 

politik dan juga ancaman terhadap ekonomi pengungsi terutama dari negara yang terkena 

dampak konflik, sehingga memaksa pengungsi  meninggalkan negara asal mereka karena 



3 
 

kesulitan di negara asal mereka. Convention Relating To The Status of Refugees 1951 

mendefinisikan alasan untuk menerima pengungsi atau pencari suaka sebagai ketakutan 

penganiayaan di negara asal berdasarkan ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, atau 

keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. 

Charter of Fundamental Rights European Union menetapkan hak-hak politik, sosial dan 

ekonomi tertentu yang harus dihormati lembaga-lembaga Uni Eropa ketika menjalankan 

kekuasaan mereka. yang berarti bahwa Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, dan 

badan atau lembaga Uni Eropa lainnya harus menghormati hak-hak ini ketika mereka membuat 

undang-undang, memutuskan kasus, atau bertindak dalam kapasitas resmi. Negara Anggota Uni 

Eropa perlu menghormati hak-hak ini ketika mereka menerapkan hukum Uni Eropa 

(Commission, An official website of the European Union, 2011). Dalam konsep charter 

mengandung sistem yang kuat namun karena adanya permasalahan mengenai pengungsi, dan 

bentuk perlindungan yang menyangkut prinsip dasar kebijakan Uni Eropa yang menerima 

kedatangan imigran dengan berlakunya kuota pengungsi bagi negara-negara anggotanya 

ternyata memunculkan perbedaan sikap termasuk negara Hungaria yang menentang kebijakan 

tersebut. 

Meskipun kebanyakan pengungsi tidak menjadikan Hungaria sebagai tujuan akhir 

menetap, Hungaria merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa tengah dengan posisi 

geografis letak Hungaria yang dekat dengan Austria, di mana Austria sangat dekat dengan 

Jerman, banyak pengungsi yang menganggap bahwa Hungaria adalah negara yang strategis, 

baik jika dijadikan sebagai suaka maupun sebagai negara transit untuk ke Jerman dan negara 

Eropa Barat lainnya. Hal ini semakin diperjelas dengan rute yang ditempuh oleh pengungsi dari 

Timur Tengah menuju Eropa. Pengungsi masuk ke Eropa menuju Turki, kemudian ke Yunani, 
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menuju Serbia, hingga akhirnya menuju tujuan terakhirnya yaitu Hungaria. Hungaria juga 

memiliki sejarah dalam menampung pengungsi pada masa Perang Balkan. Namun jumlahnya 

kalah besar dengan jumlah pengungsi yang datang dari negara-negara yang mengalami konflik 

di Timur Tengah, Afrika, dan Asia (Juhász A. H., 2015). Pembahasan yang ingin diteliti 

mengenai bagaimana negara Hungaria dengan adanya Charter of Fundamental Rights of the 

European Union yang bertujuan menyatukan hak-hak dasar setiap orang yang tinggal di Uni 

Eropa, dan dampak yang muncul akibat ketidak sesuaian tujuan piagam dan akibat yang terjadi 

diperkenalkan untuk memberikan konsistensi dan kejelasan terhadap hak-hak yang ditetapkan 

pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda di masing-masing negara anggota Uni 

Eropa. 

Menurut data yang ditemukan European Commission pada tahun 2015 meskipun 

banyak negara Eropa yang menjadi tempat tujuan para pengungsi namun negara yang paling 

terdampak akibat melonjaknya pengungsi di Uni Eropa adalah negara Hungaria. Meskipun 

banyak negara yang dijadikan sebagai tujuan imigran mencari suaka, seperti negara Jerman 

yang memiliki aplikasi suaka paling banyak pada tahun 2015, namun Hungaria memiliki jumlah 

perbandingan tertinggi berdasarkan populasi dan jumlah pengungsi, berbagai upaya yang 

dilakukan seperti menutup perbatasannya dengan Kroasia sebagai usaha untuk menghentikan 

aliran tersebut, namun perbandingan pencari suaka dengan jumlah penduduk Hungaria adalah 

yang tertinggi yakni lebih kurang 1.800 pengungsi per 100,000 penduduk Hungaria pada tahun 

2015, diikuti oleh Swedia dengan 1.667 pengungsi per 100.000 penduduk (Commission, 2022). 

Data selengkapnya mengenai hal ini dapat dilihat pada grafik berikut : 
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Gambar 1 

Grafik Jumlah Aplikasi Suaka per 100.000 Penduduk UE 2015 
 
 

 

Sumber : BBC News (BBC, 2016) 

 
Pada dasarnya seluruh negara anggota Uni eropa memiliki aturan dan hak yang sama 

untuk membantu para pencari suaka sebagai bentuk kemanusiaan karena setiap orang dapat 

memiliki hak yang sama berdasarkan status hukum yang berbeda untuk masuk, menetap, dan 

bekerja di negara tertentu. Walaupun akan berbeda bagi setiap imigran, antara menjadi seorang 

imigran tidak sah dan menjadi seorang pengungsi atau pencari suaka yang tidak jelas 

(Menéndez, 2003). Ada beberapa kekurangan dalam undang-undang tentang suaka, serta dalam 

praktiknya, tetapi badan yang bergerak dalam HAM internasional menganggap masalah 

tersebut akan diperbaiki oleh otoritas Hungaria. Hal-hal berikut harus ditingkatkan pelatihan 
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petugas dan juru bahasa yang memenuhi syarat, kondisi tempat penampungan komunitas 

penjaga perbatasan, informasi yang diberikan kepada pencari suaka tentang hak-hak mereka, 

pemutakhiran basis data negara asal, integrasi pengungsi yang diakui. Sebenarnya terdapat 

beberapa masalah akibat pelonjakan pengungsi di Hungaria bahkan beberapa organisasi HAM, 

seperti komite Helsinki Hungaria, Pusat Hak Asasi Manusia Hungaria dan Asosiasi Pengungsi, 

yang telah mengkritik ketentuan yang berhubungan dengan pencari suaka dan orang asing 

dalam paket legislatif anti-kejahatan di hadapan Parlemen (November 1998) karena mereka 

tidak menghormati standar hak asasi manusia internasional. Organisasi hak asasi manusia 

memprotes perlakuan terhadap imigran ilegal dan mengklaim bahwa Hungaria secara ilegal 

menahan imigran di pusat penjaga perbatasan selama berbulan-bulan dalam kondisi yang sangat 

buruk karena peningkatan jumlah imigran ilegal secara tiba-tiba (Parliament, European 

Parliament, 1999). Pola migrasi dan politik saling berinteraksi, demikian pula halnya dengan 

krisis pengungsi tahun 2015. 

Krisis migrasi 2015 di Uni Eropa menjadi isu yang menghubungkan berbagai masalah 

kebijakan, mulai dari ketakutan akan terorisme hingga kesejahteraan ekonomi, kontrol 

perbatasan, masalah identitas, dan tanggung jawab umum Eropa terhadap pengungsi. Akibatnya 

masalah-masalah ini mempengaruhi negara-negara anggota dalam berbagai cara yang berbeda, 

dan tanggapannya juga sangat bervariasi. Dari negara-negara yang paling terkena dampak, 

Hungaria hingga sekarang titik masuk pertama untuk rute migrasi Balkan ke UE telah mendapat 

perhatian media yang meningkat secara internasional, dan sering dituduh melakukan 

pelanggaran sehubungan dengan perlakuan terhadap para migran (Szalai, 2015). Terdapat lima 

aspek dari pergeseran sikap dan preferensi politik yang terkait dengan migrasi yang 

mengakibatkan penilakan terhadap pengungsi dan penentangan charter oleh Hungaria yakni : 
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(1) persepsi publik, (2) xenofobia, (3) pembuatan kebijakan, (4) politik kepartaian, dan (5) 

sistem politik (Juhász A. M., 2017). 

Banyak migran menggunakan Hungaria sebagai batu loncatan untuk migrasi lebih 

lanjut, karena Hungaria adalah negara paling 'Barat' di kawasan ini. Hal ini memungkinkan para 

migran untuk menetap, bereksperimen dan bersiap untuk migrasi lebih lanjut. Status sosial 

imigran transit beragam, diantaranya adalah kaum intelektual, pekerja kasar dan pedagang pasar 

skala kecil dimana lebih dari setengahnya berusia di bawah 30 tahun. Krisis pengungsi telah 

menyebabkan kebijakan-kebijakan Uni Eropa dalam suaka dan pengungsi tersebut kurang 

optimal dalam menghadapi tekanan arus migrasi. Sebelum terjadinya krisis terdapat berbagai 

kebijakan umum Uni Eropa dalam penanganan pengungsi seperti Schengen Agreement, Dublin 

Convention, dan Common European Asylum System (CEAS). Kebijakan-kebijakan ini menjadi 

bagian penting dalam perkembangan kebijakan suaka dan pengungsi Uni Eropa yang 

berpengaruh hingga sebelum terjadinya krisis pengungsi Uni Eropa melakukan hal tersebut 

bukan tanpa alasan melainkan karena merasa memiliki tanggung jawab dalam melindungi setiap 

orang yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan yang tercantum dalam Charter of 

Fundamental Rights European Union, serta hasil dari Konvensi Jenewa 1951 terhadap status 

pengungsi sebagai kewajiban internasional (Menéndez, 2003). 

Isu mengenai krisis pengungsi yang dihadapi negara-negara Uni Eropa merupakan 

tantangan besar, terutama dalam kebijakan Charter of Fundamental Rights of the European 

Union yang membantu masalah HAM bagi imigran dan pencari suaka. Rencana relokasi dan 

sistem pembagian kuota pengungsi ke seluruh negara-negara anggota diajukan oleh Komisi 

Eropa demi menyelesaikan masalah ini. Namun, respon yang diberikan oleh negara-negara 

anggota terhadap rencana tersebut ternyata berbeda-beda. Beberapa negara anggota setuju 
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dengan rencana tersebut, dan beberapa menolak dengan keras. Dengan memperhatikan hal-hal 

ini, maka penting untuk membahas mengenai rezim internasional Uni Eropa terhadap masalah 

pengungsi di Uni Eropa oleh negara Hungaria. Pendekatan yang berhasil harus melibatkan 

semua segmen kunci dari masyarakat Hungaria untuk membangun demokrasi dan supremasi 

hukum pada akhirnya menjadi suatu proses politik yang membutuhkan keterlibatan masyarakat 

sipil secara berkelanjutan dalam pendekatan dengan penjatuhan hukuman, seperti anjuran oleh 

beberapa komisaris dan anggota parlemen Uni Eropa, mungkin bahkan memperburuk keadaan 

dan secara serius menghambat proses pembangunan demokrasi di Hungaria (Huysmans, The 

European Union and the securitization of migration., 2011). 

Komisi dewan parlemen memutuskan untuk memulai beberapa tindakan hukum terpisah 

terhadap Hungaria pada tahun 2012 memulai proses hukum melawan Hungaria untuk 

menantang 3 poin undang-undang baru yang disahkan di bawah konstitusi baru. Bahkan setelah 

adopsi yang Keempat amandemen konstitusi Hungaria pada Maret 2013, Komisi Uni Eropa 

menyatakan keprihatinan serius “atas kompatibilitas Amandemen Keempat Hukum 

Fundamental Hungaria dengan legislasi Uni Eropa dan dengan prinsip supremasi hukum” dan 

meningkatkan kemungkinan memulai lebih jauh proses pelanggaran bagi Hungaria (Bugaric, 

2014). Masalah yang menyebabkan konflik terhadap negara yang dijadikan sebagai tujuan 

pengungsi sebagai alasan untuk menolak dan mengabaikan rezim yang telah disepakati 

mengakibatkan adanya peraturan baru yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi 

akibat kedatangan pengungsi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang tepat untuk membahas 

penelitian ini adalah : “Bagaimana kepatuhan Hungaria terhadap Charter of Fundamental 

Rights of the European Union berdasarkan Studi kasus pengungsi di perbatasan Hungaria?” 

 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini ingin mengidentifikasi jenis tingkat kepatuhan negara Hungaria terhadap 

adanya Charter of Fundamental Rights of the European Union dan mengetahui hal apa saja 

yang dilakukan pemerintah Hungaria terhadap masalah pengungsi di perbatasan negaranya 

setelah meratifikasi charter ke dalam hukum nasional Hungaria. 

 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

 

Dalam pembahasan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

elemen dan siapa saja yang tertarik pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

khususnya mengenai Charter of Fundamental Rights of the European Union maupun seputar 

Uni Eropa dalam mengkaji fenomena intenasional yang berkaitan dengan sikap suatu negara, 

khususnya terhadap kasus pengungsi, mengenai kebijakan suatu negara dalam menangani 

pengungsi serta menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan rujukan maupun referensi, 

sebagai sumber informasi bagi para mahasiswa hubungan internasional serta pemerhati 
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masalah-masalah internasional, menghadapi masalah pelanggaran peraturan yang terjadi di 

wilayahnya. 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

 

 
Manfaat secara praktis dalam pembahasan penelitian ini akan memberikan hasil berupa 

bahan pertimbangan dan sumber informasi terutama yang berhubungan dengan penerapan 

sebuah kebijakan yang dilaksanakan serta pengaruh yang muncul akibat adanya implementasi 

kebijakan tersebut terutama bagi Hungaria dan memberikan gambaran pengungsi di perbatasan 

Hungaria serta melihat kepatuhan Hungaria terhadap Charter of Fundamental Rights of the 

European Union. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh negara lain sebagai bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan charter yang serupa mengenai pengungsi sehingga dengan 

berkaca terhadap pemerintah Hungaria negara lain yang juga tengah menghadapi krisis 

pengungsi di negaranya dapat menangani kasus pengungsi secara lebih baik di masa depan. 
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